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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Pemaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada bab-

bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengenai penahanan dan masa penahanan itu sendiri merupakan 

pembahasan dalam Pasal 9 ICCPR. Hal ini dikarenakan pengertian Penahanan itu 

sendiri dalam KUHAP adalah merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di 

tempa tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya. Dari pengertian tersebut terdapat pembatasan hak bergerak dan hak 

kemerdekaat seseorang, sehingga sesuai dengan tujuan Pasal 9 ICCPR itu sendiri. 

APT (dalam komentar umumnya) sendiri menyatakan bahwa pasal 9 ICCPR 

mengatur pentingnya perlindungan untuk semua orang yang dirampas 

kemerdekaannya.  

KUHAP Indonesia yang telah disahkan sejak tahun 1981 memiliki unsur-

unsur membela hak tersangka yang juga diatur dalam ICCPR. Sehingga menurut 

penulis, KUHAP dalam pengaturannya melindungi beberapa hak yang harus 

diperoleh tersangka itu sendiri. Dalam Sejarah, KUHAP sudah mengalami 

perubahan yang jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan HIR, hal ini telah 

dijelaskan oleh Penulis dalam Bab 4. 

Walaupun KUHAP dianggap merupakan suatu kemajuan hukum acara 

pidana dalam melindungi HAM. Akan tetapi, tidak serta merta beberapa 

pengaturannya sudah sesuai dengan HAM. Mengingat Indonesia juga sudah 

meratifikasi ICCPR, sehingga KUHAP perlu dikembangkan. Khususnya 

mengenai masa Penahanan, KUHAP Indonesia mengatur masa penahanan 

dianggap panjang masa penahanannya dan tanpa ada pengawasan. Masa 

Penahanan yang panjang memungkin hak tersangka tidak terlindungi, salah 

satunya terdapat praktik penyiksaan tersangka. Secara angka masa penahanan jika 

dibandingkan dengan masa penahanan menurut pasal 9 ayat (3) ICCPR juga 

terlampaui jauh. APT dalam komentar umumnya menyatakan bahwa penahanan 
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tidak boleh lebih dari 48 jam atau setara dengan 2 hari tidak dibawa kepada hakim 

atau pejabat hukum yang berwenang. Selain itu PBB juga memberikan 

komentarnya bahwa maksud kata ‘promptly’ dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR adalah 

masa penahanan seharusnya tidak boleh ditahan lebih dari 48 jam. Di sini PBB 

menganggap bahwa tersangka tidak boleh ditahan tanpa ada pengawasan atau 

tidak segera dibawa hakim atau pejabat hukum yang berwenang. Oleh karena itu, 

masa penahanan dalam KUHAP Indonesia dianggap tidak sesuai dengan Pasal 9 

ayat (3) ICCPR. 

2.  Penulis dalam analisanya menyatakan bahwa masa penahanan yang ideal 

dalam tingkat penyidikan adalah dua hari (48 jam) apabila dikaitkan dengan 

ICCPR. Selain itu, masa penahanan dua hari itu, tersangka harus dibawa kepada 

suatu Hakim Pemeriksa. Hakim pemeriksa ini menjadi pengawas dan penentu 

apakah tersangka layak untuk ditahan atau tidak. Apabila Penulis melihat negara 

lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang, seorang tersangka ditahan lalu 

dengan segera dibawa dahulu kepada Hakim sejenis Hakim Pemeriksa, sehingga 

tidak merugikan hak tersangka karena adanya peran dari hakim pemeriksa itu 

sendiri. Hal ini juga didukung dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR, bahwa seseorang 

harus segera dibawa ke hakim atau pejabat hukum yang berwenang yang dalam 

komentar umum PBB, hakim atau pejabat hukum termasuk hakim pemeriksa 

pendahuluan. 

Akan tetapi, penulis melihat dari kebutuhan Penyidik itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, Penyidik di wilayah 

Indonesia, dianggap masih belum siap melaksanakan penahanan yang jangka 

waktunya singkat. Hambatan-hambatan di lapangannya sebagai berikut: 

a. Polisi sebagai pihak yang berwenang sebagai penyidik takut diragukan oleh 

korban atau pihak lain karena tidak menahan tersangka. 

b. Penahanan yang singkat tidak memungkinkan bagi Polisi, karena 

mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi, dan penunjang kasus 

lainnya yang kemudian dibuat dalam BAP tidak semudah itu. Dalam 

prakteknya masa penahanan menjadi tolak ukur jangka waktu Penyidik 

bekerja. 



	 83	

c. Keadaan Geografis di Indonesia juga menjadi hambatan. Hal ini 

dikarenakan ada beberapa kasus yang awalnya tindak pidana umum yang 

ringan dalam diproses, menjadi sangat berat. Sebagai contoh pencurian 

apabila pelaku kabur ke luar pulau atau ke luar negeri, maka ada proses yang 

lama, karena penyidikan harus dilakukan di tempat perbuatan tindak pidana 

itu dilakukan. 

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menganggap bahwa Kepolisian di 

sini tidak melindungi hak tersangka, selain itu penyidik melakukan penahanan 

tanpa melihat tujuan atau unsur dilakukannya penahanan. Penyidik lebih fokus 

terhadap kepentingan korban dan kepentingan kepolisian atau penyidik 

dibandingkan kepentingan tersangka. Sedangkan kembali dalam bab-bab yang 

dipaparkan penulis, bahwa hak tersangka itu perlu diatur. KUHAP juga menjamin 

bahwa hak tersangka itu perlu dilakukan. Sehingga hambatan-hambatan itu perlu 

dibenah melalui pendidikan terhadap penyidik dan korban, serta seluruh 

masyarakat Indonesia mengenai hukum. 

Oleh karena itu, penulisan hukum ini mencapai kesimpulan bahwa waktu 

dua hari yang ditetapkan ICCPR ataupun waktu lima hari yang ditetapkan 

RKUHAP dalam penahanan tidak menjadi masalah. Hal ini apabila adanya 

petugas hukum sejenis hakim pemeriksa yang mempunyai fungsi kontrol dalam 

pelaksanaan penahanan di tingkat penyidikan. Fungsi hakim pemeriksa ini juga 

menjadi harapan berkurangnya mafia-mafia pra-peradilan. Selain itu, perlu 

adanya memberikan masyarakat pendidikan mengenai pra-peradilan, sehingga 

orang awam setidaknya memahami secara garis besar mengenai penahanan. Hal 

ini juga membantu adanya kerja sama yang baik antara negara dengan masyarakat 

dan memajukan sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, hal ini juga mengurangi 

kerugian baik dipihak korban maupun tersangka. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis meneliti mengenai masa penahanan yang ideal menurut 

ICCPR, terdapat kendala-kendala dalam menerapkan masa penahanan dalam 
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proses penyidikan menurut ICCPR dalam KUHAP Indonesia. Oleh karena itu, 

Penulis memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Pihak kepolisian perlu memberikan pendidikan terhadap penyidik-

penyidiknya baik mengenai prosedural yang efektif maupun mengenai 

integritas. Kepolisian di Indonesia juga perlu mengurangi banyak formalitas 

yang tidak penting dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Sebagai contoh, 

penyidik dalam membuat berkas BAP tidak perlu mencatat hal yang tidak ada 

kaitannya dengan kasus. Contoh lainnya, apabila tersangka kabur, maka 

seharusnya penyidikan tidak perlu dilakukan di wilayah tempat perbuatan 

tindak pidana itu dilakukan. Hal ini sebagai wujud penyidikan yang lebih 

efektif. 

2. Penyidik juga perlu diberikan peralatan-peralatan yang lebih baik dalam 

melakukan penyidikan. Mengingat perkembangan teknologi tentunya sudah 

mulai memudahkan dan mengefektifkan pekerjaan kepolisian. Sebagai 

contoh berkas BAP dibuat melalui soft file. Contoh lainnya dalam mencari 

keterangan saksi, penyidik bisa menggunakan teknologi fitur chatting atau 

media komunikasi lainnya, sehingga saksi tidak perlu hadir pada saat 

penyidikan dan penyidik tidak perlu menunggu kehadiran tersangka. 

Teknologi ini membantu penyidikan lebih efektif. 

3. Negara dalam membentuk aturan mengenai pra-persidangan juga perlu 

melakukan advokasi dan pendidikan kepada masyarakat menyeluruh perihal 

penahanan terhadap tersangka. Selain itu, perlu juga adanya pendidikan 

mengenai hak tersangka, hal ini juga dapat mengurangi adanya masyarakat 

yang main hakim sendiri. 

4. Selain itu, perlu meminimalkan seseorang ditahan. Cara meminimalkan masa 

penahanan itu dengan menahan tersangka sesuai dengan tujuan dilakukan 

penahanan itu sendiri. Oleh karena itu penulis sendiri menyarankan tetap 

adanya tujuan penahanan baik secara subjektif maupun objektif. Penyidik 

diberikan pendidikan dalam memberikan penahanan terhadap seseorang, 

jangan sampai karena hal-hal diluar tujuan penahanan tersebut. 
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5. Perlu adanya perubahan peraturan dalam melaksanakan proses penyidikan. 

Salah satunya adalah Pasal 110 KUHAP yang telah penulis sampaikan dalam 

Bab 4. Dalam Pasal 110 KUHAP tidak menjelaskan secara pasti berapa lama 

seorang penyidik harus merampungkan berkas dan memberikan kepada JPU. 

Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya perubahan dalam KUHAP 

yaitu, ada jangka waktu berapa lama seorang penyidik merampungkan berkas 

dan memberikan kepada JPU. Hal ini juga membantu dalam memberikan 

ketegasan dalam waktu pemeriksaan kepada penyidik dalam bentuk suatu 

produk hukum. Selain itu, perubahan lainnya adanya masa penahanan dan 

proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Penulis menyarankan untuk 

mengurangi masa penahanan di Indonesia dan adanya penambahan peran 

Hakim Pemeriksa dalam proses pra-peradilan. 
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